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PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN
NOMOR |5 TAHUN 2007

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI MUSI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa dengan disahkannya Peraturan Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin Nomor 15 Tahun 2007 fentang Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2007 dan
Peraturan Daerah Kabupaten Must Banyuasm Nomor 17 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerab
Kabupaten Musi DBanyuasin, untuk menindaklanjutinya periu
diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD Kab.
Muba dan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRI) Kab.
Muba ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Musi Banyuasin
tentang Penetapan Tunjangan Komunikasi Intensif kepada DPRD
Kah. Muba dan RBelanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD
Kab. Muba.

Mengingat ¢ 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Dacrah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan
Lembaran Nogara Republik Indoncsia Nomor 1821 ) ;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan
Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan
Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat
DNaerah (T.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2043 Nomor
92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310),

4. tindang-undang............
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10.
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13.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tamhahan T.emharan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Tembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan T.embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman
Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
91, Tambahan ¥.embaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53
Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 130, Tambahan T.embaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4569);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraturan Menteri Palam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang
Pedoman Penyusunsn Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah
Tahun 2007; :

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 15 Tahun

2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Delanja Daerah Kabupaten
Musi Banyuasin Tahun 2007

14. Peraturan Daerah ...



Menetapkan

+
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14. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomar 17 Tahun
2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 2
Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Musi Banyuasin,

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI MUSI BANYUASIN TENTANC
PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DPRD
KABUPATEN MUSI BANYUASIN DAN BELANJA
PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MUSI BANYUASIN

BABI

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Palam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Dacrah Kabupaten Musi Banyuasin ;

b. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Danyuasin ;

¢. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi
Banyuasin ;

d. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah Uang yang diberikan kepada
Pimpinan dan Anggnta DPRY) setiap bulan dalam rangka mendmong
peningkatan kinerja pimpinan dan anggota DPRD ;

¢. Belanja Penunjang Operaswnal Pimpinan adalah dana yang
disediakan bagi pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang
kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan,
dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas pimpinan
DPRT) sehari-hari.

BABII
PEMBERIAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF
Pasal_ 2

(1) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Musi Banyuasin

Tahun 2007 sebesar Rp. 1.101.701.512.500,- (Satu Triliun Seratus
Satu Milyar Tujuh Ratus Satu Juta Lima Ratus Duas Bc1as Ribu
I.ima Ratus Rupiah).

(2) Kemampuan Keuangan Daerah (KKD) Kabupaten Musi Banyuasin

tergolong Kemampuan Keuangan Daerah Tinggi.

(3) Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota TPRD

sebesar Rp. 6.300.000,- (Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah).

Pasal 3...._...



Pasal 3

(1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRT) Kabupaten Musi Banyuasin
diberikan pencrimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif ;

(2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud ayat (1)
diatas untuk Kabupaten Musi Banyuasin diklarifikasikan dengan
kemampuan keuangan daerah tertinggi yang diberikan kepada
PRI Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB III
BELANJA PENUNJANG OPERASIONAL PIMPINAN
Pasal 4

(1) Selain Penunjang Belanja Kegiatan sebagaimana dimaksud pada
Pasal 2 ayat (1) kepada Pimpinan DPRD Kab. Muba diberikan
belanja penunjang operasional pimpinan sctiap bulan dengan
mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

(2) Belanja penunjang operasional pimpinan NDPRD) sebagaimana
dimaksud dengan ayat (1) diatas sebesar Rp. 26.040.000,-

perbulan yang dibebankan kepada Anggaran Sckretariat DPRD
Kab. Muba

BABIV

PENUTUP
Pasal §

Peraturan Bupati ini mulai berlaku untuk satu tahun Anggaran
terhitung mulai berlaku sejak 1 Januari 2007 s.d 31 Desember 2007.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan pencmpatan dalam Berita
Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 24 - ~ 2007
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Diundangkan di Sekayu

pada tanggal 2_4 -08 2007

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2007 NOMOR -~ af
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